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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEBRIANDA, s.Kom

Jabatan : Sekreta s Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

selanjutnya disebut pihak pedama

Nama : Ors- H. MAHMUD DONGORAN, M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perianjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padangsidimpuan, 28 Januari 2016

Pihak Perlama,

-inqm
FEBRIANDA, S.Kom



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20I6

I.JNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO Sasaran Program/Kegiatan lndikator Kinerja Target

1. Meningkatnya penyelesaian
perkara

a. Persentase perkara mediasi
vano berhasil.

1iVo

b. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan

'tooo/o

c. Persentase perkara yang
diselesaikan

900k

d. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan

95o/o

2. Peningkatan akseptibilitas
putusan Hakim

Perseniase penurunan upaya
hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peniniauan Kembali

5Oo/o

500/0

50vo
Peningkatan efeKifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara

a. Persentase berkas yang
diajukan Banding, kasasi dan
PK yang disampaikan secara
lenqkaD

'looo/o

b.P
d
d

ersentase berkas Yangregister dan siap
distribusikan ke Maielis

lOOo/o

c. Persentase penyampaian
salinan putusan c€rai ke KUA

100%

d. Ratio Majelis Hakim terhadap
perkara

1000k

e. Prosentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan
tepat waktu, tempat dan para
pihak (prosentase akla cerai
yang diserahkan penggugau
pemohon).

10Oo/o

f. Prosentase Penyitaan tepat
waktu dan tempat.

't00vo

4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)

a. Perseniase perkara prodeo
vano diselesaikan

1000/.

b. Persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara
sidanq kelilinq.

c. Perseniase (amaD putusan
perkara (yang menarik
perhatian masyarakat) yang
dapat diakses secara on line
dalam waktu maksimal t hari
keria seiak diDutus.

10oo/o

5. Meningkatnya kepatuhan
terhadaD outusan

Persentase permohonan eksekusi
atas Dutusan oerkara Derdata vanq

10oo/o



pengadilan. berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklaniuti

t) Meningkatnya kualitas
pengawasan

a. Persentrase pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti 1000/"

a. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang
ditindaklaniuti.

100Yo

Kegiatan

1. Melaksanakan Monitoring Administrasi

Kepaniteraan Tata Kerja dan Tata Ke-

lola Peradilan Agama

2. Memberikan Pembebasan Biaya Perkara

mud Dongoran, M.H

Anggaran

Rp.1.500.000,-

Rp.2.400.000,-

Padangsidimpuan, 28 Januati 20'16

Sekreiaris

&
Febrianda, S.Kom



RENCANA KINERJA TAIITINAN
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1
Meningkatnya penyelesaian

perkala

1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan L00%

2 Persentase perkara yang diselesaikan 90%

3
Persentase perkara yang diselesaikan

dalam iangka waktu maksimal 5 bulan
95%

4
Persentase perkara yang diselesaikan

dalam ianeka waktu lebih dari5 bulan
tood/.

2

Terselesaikannya Administrasi
perkara yang efektif, efisien, dan

akuntabel

1
Prosentase proses administrasi
penerimaan Perkara

1000/0

2 Prosentase proses pemeriksaan perkara 700"/"

Prosentase proses administrasi putusan

oerkara
100%

3
Peningkatan akseptibilitas
putusan Hakim

1

Persentase perkara yang tidak

menqaiukan upaYa hukum:

-Banding 10%

- Kasasi 10%

Peninjauan Kernbali 70%

4
Peningkatan efektif itas
pengelolaan penyelesaian
perkara

7

Persentase berkas perkara yang diajukan

kasasi dan PK yang disampaikan secara

lengkap

700%

2
Persentase berkas yang dire8ister dan

siap didistribusikan ke lvlaielis
1AO%

3 Ratio N/lajelis Hakim terhadap perkara lAO%

5
Peningkatan aksesibilitas

masyara kat terhada p peradilan
1

Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan
100%

6
Meningkatnya kualitas
pengawasan

1
Persentase pengaduan rrasyarakat yang

ditindaklanjuti
'tooo/.

2
Persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternai vang ditindaklanjuti
100%

1 Prosentase penertiban surat dan arsip 10u/.

2
Prosentase pengelolaan buku

oeroustakaan
104%

3 Prosentase BMN yang ditertibkan 10tr1

4
Prosentase Pegawai yang melanggar

disiplin



Telsedianya dukungan
manajemen dan tugas teknis

dalam penyelenggaraan fungsi
peradilan

5
Prosentase pegawai yang tidak

menqqunakan pakaian dinas

6
Prosentase pegawai yang mengikuti apel

setiap senin dan hari proklamasi
100%

7
Prosentase pegawai yang diberi

Penghargaan

8 Prosentase pegawai yang diberi hukurnan

Prosentase SDM yang mengikuti diskusi

dan bintal
1000

10 Prosentase SDM yang meng,kuti DDTK 700%

17 Prosentase usulan tanda jasa pengabdian 7U/"

12 Prolentase usuldan izin kuliah 10%

13 prosentase usul kenaikan pangkat 20%

14
prosentase usulSaji berkala yang

diterbitkan

15 prosentase usul Pensiun

16
prosetase kelengkaPan e-doc Yang
terinput ke dalam aplikasisimpeg

100%

77 Prosentase SK honorer yang diterbitkan 700l

18
Prosentase Pegawai honor yang

berdisiplin
10e/"

19 prosentase RPA yang terealisir 70u/.

20 Prosentase DIPA yang terealisir 100',1,

21
Prosentase PA yang menyampaikan

laporan keuangan
100%

22
Prosentase PA yang menyampaikan

laporan SAKPA/ BMN
100%

)7
prosentase PA yang menyampaikan

Catatan atas laporan keuangan (CALK)
tova

24
prosentase PA Yang menyampaikan

laporan PP No. 39 tahun 2006
100%

25
prosentase PA Yaag menyamPaikan

laporan pertanggung jawaban bendahara
100%

26
prosentase pencairen dana pembayaran

saii
100%

27
prosentase pencairan dana uang makan

10e/,

28
prosentase pencairan dana uang lembur

too%

29
prosentase pencairan dana pembayaran

remunerasipegawai
100%



30
prosentase pelaksanaan pengawasan

oimoinan keoada oeneelola keuansan
1000t

31
prosentase usulan pembangunan gedung

kantor dan rumah dinas vans terealisir

3)
prosentase usulan pengadaan sarana dan

orasarana
100%

33
prosentase usulan pengadaan taaah

pertapakan kantor dan rumah dinas yang

8

Terwuiudnya SDM yahg

profesional dan memiliki
intergritas tinggi

,] P.osentase peserta yang mengikuti Raker 4ff/o

2
prosentaSe kegiatan Rakor yang

terlaksana
1000/.

3
Prosentase peserta sertifikasi barane dan
jasa yang lulus

70%

4
Prosentase peserta pembinaan dan

oenvusunan RKA-KL
50%

5
Prosentase peserta pembinaan alih fungsi

/ Penghapusan BMN
30%

6
Prosentase peserta pembinaan sIMAK

BMN
30%

7
prosentase peserta sosialisasi korwil

Sumut
30%

a
Prosentase peserta perrbinaan
peneelolaan administrasi kepegawaian

10%

9

Prosentase peseata pembinaan
pengelolaan administrasi k€uangan dan

pelaporan
30d/,

10
Prosentase peserta pembinaan sistern

akuntabilitas klnerja insta nsi pemerintah
\o%

11
Prosentase peserta pembinaan dan
pelatihan pelaporan keuangan

3U/.

12
Prosentase peserta sosialisasi perilaku

hakim
so%

13
Prosentase peserta bimbingan ekonomi

svariah
SCf/.

14
prosentase peserta bimbinSan Pola

Bindalrnin
str/.

Peningkatan Kualita5 sDM 1
Persentase pegawaiyang lulus diklat non

vudisial

10

Terwuiudnya Pelaksanaan

Pengawagan Inteinal yang
pfeldi, dan efisien

I lumlah Pengawasan oleh Hakim

Pengawas Bidang
100%

) lumlah penindaklanlutan pengaduan o,eh
10u/.

1 Prosentase Pengadaan alat pengolah data 50%

?
prosentase gedung dan halarnan yang

teroelihara
loo%

3
prosentase peralatan dan rnesin yang

terpelihara
100%



11

Tersedianya saaana dan
plasarana Apalatur Pengadilan
Agama Kota Padangddimpuan

4
prosentase inventariS kantor yang

terpelihara
too%

5 prosentase Pembayaran Iistrik r00%

6 prosentase pembayaran telepon 10e,4

7 prosentasejasa pos yang terpenuhi 100%

I prosentase pengadaan pakaian dinas

oesawai
70e/r

9
prosentase pengadaan Pakaian
oramubakti

10e/o

10 prosentase pengadaan pakaian supir 100%

11 pro5entase pengadaan pakaian satpam 700%

impuan, 28 ianuari 2016

ilan Agama Kota Padangsidimpuan
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOiIOR : w2-A20/{ 2510f .01.11u2016

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAi'A KOTA PADANGSIDII'PUAN

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDI]IIPUAN

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4

Mengingat

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PEFY9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan lndikator Kinerja Utama (lKU) lnstansi Pemerintah;

2. Bahwa dengan berakhimya masa Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Tahun 2004 - 2009, dan dimulainya Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2OO4 - 2014

maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview

untuk penyempurnaan lndikator Kinerja Utama (lKU)

i 1. Undang-undang Nomor:31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang-undang Nomor:'14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung.

3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan

Tindak Pidana KoruPsi.

4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

5. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 50 Tahun

2009;

6. Peraturan Pemerintah Nomor : I Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah.

7. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-

2009.

8. Peraturan Presiden Nomor: 9Tahun2005 tentang Kedudukan'

Fungsi, StruKur Organisasi, dan Tata Kerja.

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparaiur

Negara Nomor : PER/g M.PAN/5/2007 lentang Pedoman Umum

Penetapan lndikator Kinerja.

: Hasil Rapat Tanggal 20 April 2013 tentang Pembahasan Reviu

lndikator Kinerja Utama (lKU) disinkronisasikan dengan Rencana
Memperhatikan



Menetapkan

Pertama

Skategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Tahun

2015 - 2019.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAII/IA KOTA

PADANGSIDIIIIPUAN TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTATIA PENGADILAN KOTA PADANGSIDIMPUAN.

lndikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran

peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan

Agama Kota Padangsidimpuan untuk menetapkan rencana kinerja

tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun

dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja

serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan 2015 -

2019.

Hasil Reviu terhadap Penetapan lndikator Kinerja Utama disampaikan

kepada Ketua Pengadilan Agama Koia Padangsidimpuan.

Dalam rangka lebih meningkaikan efeKifitas pelaksanaan

keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas

untuk :

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam

rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam

laporan akuntabilitas kiner.ia.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan

melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota

Padangsidimpuan.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan' dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan

Kedua

Ketiga

Keempat

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

a. Ketua Pengadilan TinggiAgama Medan;
b. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Tanggal ; 27 Januari 2016



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIIT'PUAN
NOf,IOR : W2-A20I12510T.01.11U2016

TANGGAL : 27 Januari 2016

Pembina

Penanggung Jawab :

Pengarah

Koordinator

Anggota

Sekretariat

'1. Ketua Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

1. Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
2. Sekretaris Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

: 1. Wakil Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

: 1. Panitera Muda Gugatan.
2. Panitera Muda Hukum.
3. Kasubag Kepegawaian dan OrganisasiTata Laksana.

1. Staf Kasubag Umum dan Keuangan.
2. Staf Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana.

dimpuan

MUD DONGORAN, ill.H

Agama Kota Padangsi

z-------_
Ldrc;

r\-,r,

a)



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO
KINERJA
UTAMA

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA

1. Meningkatnya
penyelesaian
perkara 0enis
oerkara)

a. Persenlase mediasi
yang menjadi akta
perdamaian.

Jml perkara mediasi vq meniadi Hakim Mediasi/Mediator
Panitera

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunanakta perdamaian. x 1oo%

Jumlah perkara yang di mediasi

b. Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan:
- Perdata :

Jml sisa perkara vanq
diselesaikan x 1oo%
Jml sisa perkara yang harus
diselesaikan

Majelis Hakim dan Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

c. Persentase perkara
yang diselesaikan:
- Perdata

Jml oerkara vanq diselesaikan

x 100%
Jml perkara yang akan
diselesaikan
(saldo awal dan perkara yang

masuk)

Majelis Hakim dan Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

d. Persentase perkara
yang diselesaikan
dalam jangka waktu
kurang dari 6 bulan

Jml perkara vano diselesaikan
dalam ianoka waktu kuranq 6
!ule! x 1oo%

Jml perkara yang harus
diselesaikan
(diluar sisa Derkara)

Majelis Hakim dan Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

e. Persentase perkara
yang diselesalkan
dalam jangka waktu
lebih dari 6 bulan

Jml perkara vano diselesaikan
lebih dari 6 bulan

x 100./0
Jumlah perkara yg diselesaikan

Majelis Hakim dan Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

2. Peningkatan
akseptibilitas
oulusan

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum:

Jumlah putusan vano tidak
menoaiukan uoava hukum x
100d,4

Majelis Hakim Laporan Bulanan dan
Lapo€n Tahunan



Hakim - Banding
- Kasasi
- Peniniauan Kembali

Jumlah putusan

3. Peningkatan
efektifitas
Pengelolaan
penyelesaian
perkara

a. Persentase berkas
perkara yang diajukan
Banding, kasasi dan
PK yang disampaikan
secara lengkap

Jml berkas oerkara vano
diaiukan Bandino. Kasasi dan
PK vanq lenqkao x too%
Jumlah berkas yang diajukan
Kasasi dan PK

Catatan:
Lengkap = terdiri dari bundel A
dan B

Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

b. Persentase berkas
yang diregister dan
siap didistribusikan ke
Majelis

Jml berkas oerkara vano

didistribusikan ke Maielis x
lOOo/o

Jml berkas perkara yang
diterima

Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

c. Persentase
penyampaian
pemberitahuan relaas
putusan tepat waktu,
terhadao oara Dihak

Jml relas Dutusan vano
disamoaikan ke oara pihak

lgpaltuqE!. xloo%
Jml putusan

Panitera dan Juru Sita Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

d. Prosentase penyitaan
tepat waktu

Jml oelaksanaan penvitaan

!gpa!":gaKlu-x roox
Jumlah permohonan penyitaan

denoen

Panitera dan Juru Sita Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

e. Persentase
penyampaian salinan
putusan cerai ke KUA

Jlh penvampaian salout tepat Panitera dan Juru Sita Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunanwaktu

jumlah putusan c€rai
berkekuatan hukum x 1oo%

f. Ratio Majelis Hakim
terhadap perkara

Perbandingan jumlah Majelis
Hakim dengan jumlah
perkara

Majelis Hakim dan Panitera
dan Sekretaris

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan



g. Persentase responden
Yang Puas terhadap
Proses Peradilan

Jml resoonden vano ouas
terhadao proses oeradilan x
1AU/r
Jumlah responden yang
disurvev

Ketua Pengadilan, Panitera
dan Sekretaris

Laporan hasil survey independen

4. Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan
(acces to
iustice)

a. Persentase perkara
prodeo yang
diselesaikan

Jumlah perkara prodeo vanq

d.isglcsai.La.l x rooz
Jumlah perkara prodeo

Ma.ielis Hakim dan Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

b. Persentase perkara
yang dapat
diselesaikan di z,ft,ng
plaatz

Jumlah oerkara vo diselesaikan Majelis Hakim dan Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunandilokasi ziftino plaatz x

100%
Jumlah perkara yg harus
diselesaikan secara zitting
olaau

Persentase amar
putusan perkara yang
menarik perhatian
masyarakat yang
dapat diakses secara
on line dalam waktu
maksimal 'l hari kerja
sejak diputus

Jumlah amar Dutusan oerkara

!€!g-dil!Ebste- x roo%
Jumlah putusan yang menarik
perhatian
Catatan:
Amar putusan yang diutamakan
adalah atas perkara yang
menarik pefi atian masyarakat
/oublik)

Kepaniteraan dan
Kesekretariatan

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

d. Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu (miskin) yang
mendapat pelayanan
bantuan hukum
(POSBAKUM)

Perkara vano mendaDat
bantuan hukum x 100%
Jumlah perkara (untuk pencari
keadilan golongan miskin) yang
tidak mendapat bantuan hukum

Majelis Hakim dan Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan



Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
Denoadilan.

Persentase permohonan
eksekusi atas putusan
perkara yang
berkekuatan hukum tetap
vano ditindaklaniuti

Jml permohonan eksekusi perk
perdata vo ditindaklaniuti x 1oo"/.
Jml permohonan eksekusi
perkaG perdata

Ketua Pengadilan & Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

o. Meningkatnya
kualitas
pengawasan

a. Persentase
pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti

Jml D€noaduan vanq

di!lr!a!]ed.u!i xroo"z"
Jumlah pengaduan yang

diterima

Catatan:
Pengaduan yang dimaksud
mengenai perilaku Aparatur
oeradilan tekhis dan non teknis

Ketua Pengadilan & Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

b. Persentase temuan
hasil pemedksaan
eksternalyang
ditindaklaniuti.

Jumlah temuan eksternal
vanq ditindaklaniuti x1s6"7"

Jumlah temuan eksternal

Ketua Pengadilan, Panitera
dan Sekretaris

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : W2.A20112610T.O1.1 lln016
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2O15.2019

PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No25

Tahun 2004 Teniang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan

iangka Panjang Tahun (2015-2040);

bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Tahun 2012 dan

Penetapan Kinerja Tahun 2013 Mahkamah Agung

Republik lndonesia perlu mereviu Rencana Slrategis

Tahun 2015-2019;

Bahwa untuk mereviu Rencana Strategis perlu membentuk
Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 20'15-2019;

bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota

Padangsidimpuan ini dipandang cakap dan mampu dalam

melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu

tersebut.

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik

lndonesia Nomor 3 Tahun 2009;

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 7 Tahun '1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Republik lndonesia

Nomor 50 Tahun 2009;

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 7 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009;

d.

b.

2.

3.

4.

1.Mengingat i



6. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor I Tahun

2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
lndonesia;

lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 5 Tahun

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PEFy9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan

lnstansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

7.

8.

9.

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

untuk pelaksanaan penyusunan Review
2015-20'19 Pengadilan Agama Kota

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA
PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN.

Menunjuk tim kerja
Rencana Strategis
Padangsidimpuan;

Tim kerja menialankan tugas sesuai arahan dari Ketua Pengadilan

Agama Kota Padangsidimpuan, Panitera dan Sekretaris maupun

Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

Tim Penyusunan Review Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan

Agama Kota Padangsidimpuan agar melaporkan hasil reviu kepada

Ketua Pengadilan Agama Koia Padangsidimpuan;

Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada

DIPA Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran

?o16:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Padangsidimpuan

anggal :27 Januari 2016

b. Yang bersangkutan.
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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, telah tersusun Reviu

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sesuai

dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor:

W2.M011261OT.01.1/l/2016 tanggal 27 Januati 2016 tentang Pembentukan Tim

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota

Padangsidimpuan Tahun 2015 - 2019.

Reviu Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan

lndikator Tujuan, Sasaran dan lndikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan

dalam kurun waKu Tahun 2015 s/d Tahun 20'19. Rencana Strategis disusun sesuai

dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung

Rl Tahun 2011 dan Jaiaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang

dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga

(RPJM) yaitu dokumen perencanaan unluk pedode 5 (lima) lahun dan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua

puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks

pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggar.rn yang diterima Pengadilan

Agama Kota Padangsidimpuan.

Dengan tersusunnya Reviu Renstra ini, dihampkan adanya peningkatan

transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Kota

Padangsidimpuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta

tersediannya dokumen Rencana Sttategis Pengadilan Agama Kota

i



Padangsidimpuan Tahun 2015-20'19 yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama Kota

Padangsidimpuan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di

Propinsi Sumatera Utara.

Reviu Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun

kami menyadari apabiia masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup

kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan

mendesaldpriodtas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Kota

Padangsidimpuan. Semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam

mendukung visi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yaitu Mewuiudkan

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Yang Bermartabat Menuiu Badan

Peradilan lndonesia Yang Agung.

Padanqsidimpuan, 28 Januari 2016
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1.1. KONDISI UMUM

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah

diarnandemen dengan tegas sifat dan karakter kekuasaan kehakiman bahwa

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakal

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"@asal 24 ayat l). Di dalam Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga dikemukakan bahwa,"Kekuasaan kehakiman adalah

kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna metregakkan

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahrm 1945, demi te$elenggamnya Negara Hukum Republik I onesia(pasal 1

ayat 1).

DanPasal24 ayal (2) Undang-Undang Dasar Negam Republik Indonesia Tahun

1945 yang telah diamandemen menyatakan balN{a "Kekuqsqqi kehakiman dilakukan oleh

sebuah Mahkamah Agung dan badan perudilan yang berad.a di bcwalmya dalam

Liinglangan Peradilah Umwl,Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungah Perudildn

Militer, Lingkwryah Peradilan Tatq Usaha Negata, dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi " .

Sebagai implementasi dari pasal 24 aya'l (2) Undang-Undang Dasar tersebut,

lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana

dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi

dan fiaansiat Maikamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan

Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agarna berada dalam satu atap dalam

lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Dengan dicantumkarmya Peradilan Agama dalam ko[stitusi &rsebut sudah tidak

dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah

satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Oleh karenany4 Pengadilan Agama sebagai salah satu

lembaga kekuasaan kehakiman haruslah mewujudkan penyelenggaraan pemdilan yarg

benar, adil, jujur dan bertarygung jawab dalam menegakkan hukum dan keaditan.

Jaminan penyelenggaraan peradilan yang benar, adil, jujur dan bertarygung

iawab dalam menegakkan hukum dan keadilan haruslah diimbangi dengan akuntabilitas

kinerja badan peradilan itu sendiri termasuk pejabat dan petugas/aparat yang terlibat

didalam instansi Pengadilan Agama tersebut.



R.vrt Renstre Pengadtlan Aqana Kata Padatiqstdimpuan 2AI5 2019

Perubahan besar t€lah te.jadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu

dengan lahimya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan

tehnis peradilan, orgaoisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agarna dilalokan oleh

Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan

wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat me[gadili perkara Zakat, Infaq, dar Ekonomi

Syari'ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang pengatumn

pengawasaD hakim dan sebagainya maka Undang-Undang Nomor 4 Tahuo 2004 telah

diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan

Agarna, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu

dengan Undang Undang-Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat

prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip

kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip

integdtas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu pdnsip

pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan L:unci lahimya

akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transPamnsi)' hakim dan

pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya.

Mahkamah Agung dan pemdilan yang beada dibawahnya sejak tahun 2005 s/d

2009 telah melaksanakan berbagai progam terutama rcformasi birokrasi dengan focus

pada p€nataan organisasi, perbaikan tata ke{a, pengembangan sumber daya manusia,

perbaikan system remunerasi dan manajemen dukungan teknologi informasi.

Dalam pelaksanaamya Pengadilan Agarna memandang bahwa reformasi

birokasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari reformasi peradilan, oleh

karenanya pelaksanaan reformasi birokasi merupakan prioritas penti4 dalam upaya

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu Menjadi Badan Peradilan Agama yang

Agt-g.

Mengingat begitu banyak upaya pembenahan dan perubahan system yang harus

dilakukan untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka diperlukan suatu percncanaan yang

komprehensif dan teryadu untuk memastikan tercapainya hrjuan dan hasil yang

diharapkan.
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Pada tahun 2015, jumlah pegawai bedasarkan jabatan dan golonga[ di Pengadilao

Agama Tebing Tinggi sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan rincian sebagi berikut :

Ketua/Wakil Ketua

Hakim

Pansek/Wapan/Wasek

Panmud/Kaur

Panitera Pengganti

Jurusita

Jurusita Pengganti

Staf

2 orang

4 orang

3 orang

4 orang

I orang

- orang

- orang

3 orang

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan meliputi enam

Kecamatan di wilayah Kota Padangsidimpuarq yaitu:

1. Kecamatan Padangsidimpuan Utara;

2. KecamatanPadangsidimpuan Selatan;

3. Keaamatan Padangsidimpuan Tenggara;

4. Kecamatan Padangsidimpuan Batuadua;

5. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru;

6. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu;

I.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. KekuataD (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agarna Kota Padangsidimpuan mencakup hal-hal yang memang

sudah diatur dalam perah[ar/perundang-undangan sampai dengao hal-hal yang

dikembangkan kemudian, mencakup:

l. Jurrlah Hakim dan pegawai serta Tenaga honorer yang memadai;

2. Tugas pokok dan fimgsi yangjelas;

3. Adanya kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas

4. Adarya stflrkhrdsasi organisasi dan revitalisasi yang jelas dan lengkap;

5. Adanya Bap€rjakat;

6. Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan tugas sangat tinggi;

7. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

8. Letak gedung yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat;

9. Adanya tunjangar kinerja,/remunerasi bagi apamt Pengadilan.
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B, Kelemahrn (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan diinci

dalam beberpa aspek:

l. Aspek Proses Peradilan

. Kesulitan yang dialami pencari keadilan dikarenakan kurangnya infomasi dan

pemahaman tentang prosedur berperkara;

o Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasdl

masyarakat pencaxi keadilaa di wilayah hukum Peagadilan Agama Kota

Padangsidimpuan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

. Jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi yang belum fiernadai apabila

dibandingkan dengan volume perkara;

r Masih terjadinya tumpaog dndih jabatan, dikarenakan te6atasnya jumlah

pegawai;

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

. Belum ditempkafiiya evaluasi penilaian kinerja

. Belum adanya sistem pengaduan rnasyaBkat yang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Tertib adminishasi dan manajemen peadilan

. Belum ada sistgm manajemen perkara beibasis teknologi infomasi

5. Aspek Sarana dan Prasarana

. Arygaran yary diterima Pengadilar Agama Kota Padangsidimpuan dari pusat

belum sesuai dengan kebutuhan dan rcncana yang diajukan

C. Peluatrg (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Kota

Padangsidimpuan unnrk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Prcses Peradilan

o Adanya website Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memberikan

informasi kepada masyamkat tetrtang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

. Adaiya tunjangan kinerja,/ remunerasi sebagai rnotivasi dalam peningkatan

kinerja
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. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yary dilaksanakan Pengadilan

Tinggi Agama Medan maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk

intemal maupun ekstemal dari Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas

Pengadilan Tinggi Agama Medan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

. Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di Pergadilan Agarna Kota

Padangsidimpuan menciptakao Grtib administmsi dan manajemen peradilaa.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

. Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Kota

Padangsidimpuan berupa intemet, website Pengadilan Agarna Kota

Padangsidimpuan.

D. Tantangan yang dihadapi (Threars)

Berikut adatah tartangan-tantangan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang

akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan

sebagaimana yang diharapkan.

1. Asp€k Proses Peradilan

. Belum tersedianya suatu alat pengukumn kepuasan penggunajasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatru Peradilan

. Personil di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan masih banyak yang

belum terisi dan belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agarna

Kota Padangsidimpuan.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

. Belum adanya sislem rcward & punishment ]olIttl*. mengontrol kinerja aparat

peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen pemdilan

. Belum ada sistem ma[ajemen perkara berbasis teknologi informasi

5. Aspek Sarana dan Prasarana

. Anggaxan yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak

sesuai dengan kebutuhan
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2.1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tmtuk mewujudkao tercapainya tugas pokok

dan fungsi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Visi Pengadilan Agama Kota

Padangsidimpuan mengacu pada Mahkamah Agung Rl adalah sebagai berikut:

.MEfiANADMN PENGADIL,AN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

YANG BERMARTABAT MENUJU BADAN PERADILAN INDONESIA YANG

AGANG"

2.2. MrSI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar

tujual organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhan4 cepat, biaya ringan dan tansparan.

2. Meningkatkaa kualitas Sumber Daya Apaxatur Peradilan dalam rangka peningkaran
pelayanan pada masyarakat

3. Melaksanakao pengawasan dan pembinaan yang efeldifdan efisien

4. Melaksanakan tertib administmsi dan manajemen peradilan yang efektifdan efisien

5. Mengupayakan tgrsedianya sarana dan prasarana pemdilan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

2.3. TIJ.IT]AN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan

misi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan

Agama Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut :

l. Peningkatanpenyelesaianperkara

2. Petringkatan aksesibilitas masyafikat tErhadap peradilan (acces to justice)

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

4. Peningkatan kualitas pengawasan

5. Peringkatan tertib administrasi pe*ara

6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Pmsarana
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Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secam teruku, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka &?ktu empat tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun

2019, sasaran stategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

adalah sebagai berikut :

l. Penyelesaianperkara

2. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

3. Sumber daya manusia yatg berkualitas

4. Pengawasan yang berkualitas

5. Pelaksanaar tertib administmsi perkara

6. Penyediaan sarana dan prasarana

7. Tersedianya sarana daII prasarana

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilaa sasaran stmtegis

dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kineda utama dengan

digambarkan sebagai berikut :

Indikator kineda utama diperlukan sebagai tolak ul:ur atas keberhasilan sasaran strategis

dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan

diganbarkan sebagai berikut :

NO KINERIA UTAMA INDIKATOR KINEzuA

t. MeninskatnYa Denvelesaia[ a. Pementase mediasi yans diselesaikan
perkara b. Persentase sisa perkam yang dis€lesaikan

c. Percentase Derkara yang diselesaikan

d. Pe$entase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waltu maksimal 5 bulan

2. Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim

Persentase perkaxa yang tidak mengajukan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peniniauan Kembali

3. Peningkatar efektifitas
Dengelolaan penyelesaian

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap
perkara b. Persentase berkas yang diregister dan siap

didistribusikan ke Maielis
c. Persentase penyampaian pemberitahuan rclaas putusan

tepat wakttl tempat dan para pihak

d. Prosentase De[yitaan tepat waLtu dan tempat

e. Pemeltase penyampaian salimn putusan cerai ke KUA
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f. Ratio Majetis Hakim &rhadap perkara

4. Peningkatan aksesibilitas a. Persentase Derkara Drodeo yalg diselesaikan
masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)

b. Persentase perkara yang dapat disetesaikan dengan cara
sidans kelilins

c. Persetrtase (amar) putusan perkam (yang menadk
perhatian masyarakal) yang dapat diakses secara on line
dalam waktu maksimal I hari kerja sejak diputus.

5. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan
pensadilan.

Pelselrtase permohonan ekselansi atas putusan perkara
perdata yaog b€rkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

6. Medngkatnya kualitas
pengawas,m

a. Persentase oeneaduan masyarakat yang dilindaklaniuti
b. Pe$entase temuan hasil pemeriksaan ekstemal yang

ditindaklanjuti.

2.5. PROGRAM DAII KEGIATAN

Enam sasann strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kola

Padangsidimpuan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat

dncian Program dan Kegialan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai bedkut :

a. Program Peaingkatan Manajemen Peradilan Agtma

Progam Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakafl program untuik

meucapai sasaran stmtegis dalam hal penyelesaian perkar4 tedib administrasi

perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam pelaksanaan Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata

2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata

3. Pengiriman berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat wal-tu

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

5. Publikasi dan tansparasi proses penyelesaian dan putusan perka&

b. Program Dukungatr Manaj€men dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Prcgarr Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung dibuat untuk mencapai sasamn stategis menciptakan sumber daya manusia

yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkuatitas. Kegiatan pokok
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Pergadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang dilaksanakan dalam program ini

adalah :

l. Mengikuti diklat teknis yudisial dan non l,rdisial

2. Tindak taqjut pengaduan yang masuk

3. Tindak laniut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Prognm Peningkatan Srmna daD Prasaratra Apar&tur Mahkamrh Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apamtur Mahkamah Agung betujuan

untuk mercapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan

pokok Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang dilaksanakan dalam program ini

adalah pengadaan sarana dao prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kota

Padangsidimpuan.
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3.T. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA KOTA

PADANGSIDIMPUAN

Dalam rargka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkaq Peryadilan

Agama Kota Padangsidimpuan menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai

berikut :

1. Penirgkatatrkinerja.

Peniqkatan kineria sangat meltentukan dalam meningkatkan sistem manajemen

perkara yang akuntabel dan transparan sehidgga masyarakat pencari keadilan dapat

memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendalmya

angka penyelesaian perkar4 proses peradilan yang cepat, sederhana, tanspann dan

ahmtabel Peningkatan kircrja bertujuan untuk meningkatkan integriks sumber daya

aparatur peradilan.

IIat-hal yaog perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi

peningkatan kineda:

. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesual

dengan kompetensi

. Pengawasan ekstemal dan intemal. Hal ini disebutkan untuk menjamin

berjalannya proses penegakan hukum yang akutabel, dan memenuhi rasa

keadilan masyamkat.

o Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi

informasi yang mernadai untuk meningka*an kinefa.

Peningkatan kuslitas pelayanaa publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan

yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan

kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

o Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

. Meningka&an sarana prasarana dan teknologi informasi untr,rk pelayanan publik
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Rencana stategis Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tahun 2015-2019 diarahkatr

untuk merespon be$agai fanhngan dan pel,'ang sesuai dengan tuntuta[ perubahan

lingkungan stategis, baik yang be$ifat intemal nuuprm yang bersifat ekstemal. Renstra

ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta pemasalahan, titik-titik lemah, peluang

tantaagan, piogram yarrg ditetapakarL dan strategis yang akan dijalankan selama kurtm

waktu empat tahun, serta output yang ingin dihasilkar dao out come yang dihampkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan harus terus disempurnakan

dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan

perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana p€ngelola kegiatan

dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang diketola.

Dengan Rensha ini pul4 diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Kota

Padangsidimpuan memiliki pedoman yang dapat djjadikan penuntun bagi percapaian aratL

tujuan dan sasaran Fogram selama empat tahrm yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tlapat terwujud dengan baik.
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